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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara perlu senantiasa ditingkatkan, sehingga pembangunan
nasional atau kepentingan negara lainnya dapat terlaksana dengan baik. Tetapi, kenyataannya masih banyak ditemui
adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak yang seharusnya dibayarkan (Alfaruqi,
Sugiharti, and Cahyadini 2019). Dan sering juga wajib pajak melakukan penghindaran pajak demi mengeluarkan dana
yang lebih sedikit. Penghindaran Pajak atau yang sering disebut dengan tax avoidance termasuk praktik perpajakan
yang dilakukan oleh wajib pajak guna mengecilkan beban pajaknya. Hal ini bisa dilakukan oleh semua wajib pajak
baik perorangan maupun perusahaan.

Penghindaran pajak, termasuk PPN, telah menjadi perhatian bagi banyak negara, khususnya dalam kaitannya
dengan globalisasi ekonomi, yang mendorong perdagangan di negara -negara peringkat dan memperluas kesenjangan
dalam praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan secara hukum karena kesenjangan peraturan.
Ini membuat otoritas pajak sulit kecuali untuk praktik-praktik ini. Di Indonesia, tren penghindaran pajak secara
langsung mempengaruhi pendapatan negara, terutama ketika sulit untuk mengidentifikasi penyebabnya, menyebabkan
masalah yang serius.

Upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan melalui kelemahan regulasi perpajakan
tanpa melanggar peraturan dengan jelas. Meskipun legal, praktik ini berdampak buruk pada penerimaan negara dan
keadilan fiskal. Masih banyaknya kasus penghindaran pajak menjadi bukti nyata bagaimana Indonesia masih
dihadapkan pada tantangan serius dalam memerangi praktik ini. Penghindaran pajak di Indonesia terjadi karena faktor-
faktor internal perusahaan yang mencakup strategi bisnis dan struktur keuangan.
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Pengawasan pajak memainkan peran sentral dalam meminimalkan penghindaran pajak termasuk PPN.
Pengawasan pajak yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan kepatuhan pembayar pajak dengan
peraturan yang berlaku, tetapi juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan penghindaran pajak
pada tahap awal. Melalui banyak langkah seperti inspeksi, investigasi dan pengamatan, otoritas pajak dapat menyerap
penghindaran PPN dan mengidentifikasi transaksi yang mengambil langkah koreksi yang diperlukan.

Fenomena yang melatarbelakngi mini riset ini dapat dilihat dari aspek pening berikut: Kenaikan tarif PPN 12%,
kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% justru memperburuk praktik penghindaran pajak. Kenaikan tarif PPN
kemungkinan menurunkan daya beli, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat sensitif dengan
kenaikan harga barang atau jasa (Firmansyah 2025). Dan juga UMKM diprediksi akan menghadapi kenaikan biaya
produksi dan harga jual. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan dan persaingan yang lebih katat
dengan produk impor (Fatmarani 2024).

Penelitian ini menunjukkan dampak peningkatan tarif ini terhadap penghindaran pajak PPN dapat dilihat dari
dua sudut. Pertama, peningkatan tarif memberikan dorongan bagi wajib pajak, khususnya pelaku bisnis yang
bertransaksi dengan barang dan jasa mewah, untuk menghindari pajak demi mengurangi beban pajak yang lebih tinggi.
Situasi ini dapat memicu terjadinya praktik manipulasi faktur, pemilihan mitra transaksi non-PKP, atau strategi
penghindaran lain yang dapat merugikan pendapatan negara.

Urgensi penelitian tentang peran pengawasan pajak dalam mengurangi penghindaran Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sangat tinggi. Misalnya: kenaikan tarif PPN dan banyaknya tantangan dalam pengawasannya. Kenaikan tarif
PPN menegaskan pentingnya pengawasan pajak sebagai alat utama untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan
mengurangi kehilangan penerimaan negara karena penghindaran pajak. Pengawasan yang efisien tidak hanya
berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga memastikan keadilan fiskal serta stabilitas ekonomi di
tengah tekanan inflasi dan tantangan ekonomi global (Kemenkeu 2025).

Penelitian terbaru (Habibah, Syalitri, and Meiriasari 2025) pemeriksaan pajak tidak selalu berpengaruh
signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPN. Misalnya, penelitian di KPP Pratama Sekayu menunjukkan bahwa
pemeriksaan pajak tidak berdampak signifikan pada penerimaan PPN, kemungkinan karena rendahnya tindak lanjut
hasil pemeriksaan dan faktor administratif lainnya. Namun, penagihan pajak dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)
justru berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, menandakan bahwa pengawasan harus diimbangi dengan
penagihan yang efektif dan peningkatan basis PKP.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kesignifikan pemeriksaan pajak dalam mengurangi penghindaran pajak
pertambahan nilai. Studi ini akan melihat bagaimana pengawasan ketat dan teknologi pengawasan modern dapat
mengantisipasi peningkatan penghindaran pajak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kenaikan tarif, yang
berpotensi meningkatkan beban pajak dan risiko penghindaran wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun rumusan masalah yaitu 1) pengaruh pengawasan pajak terhadap
penghindaran pajak. 2) pengaruh pengawasan pajak terhadap ppn. 3) pengaruh penghindaran pajak terhadap ppn

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran pengawasan pajak dalam mengurangi penghindaran Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP),
menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengawasan, otoritas pajak
dapat mendeteksi ketidakpatuhan, seperti tidak menerbitkan faktur pajak, melaporkan omzet yang tidak sesuai, atau
memanipulasi data transaksi. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol untuk mempersempit
ruang gerak pelaku penghindaran pajak.

2. LANDASAN TEORI
2.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN sumber penerimaan negara yang besar dan alat untuk mendorong pemerataan pembebanan pajak. Karena
dikenakan sesuai dengan konsumsi akhir masyarakat, pajak ini juga membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dan
keadilan fiskal. Sistem PPN yang bertingkat membantu mencegah pajak berganda dan memudahkan pengawasan
perpajakan (Dhagita Felisha Diani 2024)Sebagai pajak tidak langsung, PPN dibayar oleh konsumen akhir; namun,
PKP sebagai penjual bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut kepada negara.
Sistem pemungutan PPN menggunakan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, di mana PKP memungut PPN
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atas penjualan (pajak keluaran) dan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar atas barang atau jasa (pajak masukan)
(Haddawi 2024).

PPN berperan sebagai sumber penerimaan negara yang penting, alat untuk mendorong pemerataan pembebanan
pajak, dan instrumen kebijakan fiskal untuk mengatur konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
PPN membantu pembangunan nasional melalui penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan. (Admin 2024a)

Menurut perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2022,
tarif PPN rata-rata di Indonesia adalah 11%. Barang dan jasa tertentu tidak dikenakan PPN, seperti barang atau jasa
ekspor dengan tarif 0%. Namun, beberapa jenis barang dan jasa tertentu tidak dikenakan PPN; ini termasuk barang
kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. (DJP 2025). Karena luasnya cakupan objek pajak dan
penerapannya yang merata di berbagai sektor, PPN menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Oleh karena
itu, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan
kepatuhan untuk memastikan bahwa pemungutan dan pelaporan PPN tidak dihindari atau dimanipulasi.

2.2. Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap PPN

Pengawasan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengawasan yang
efektif, seperti pelaksanaan pemeriksaan pajak yang teratur dan penagihan pajak yang tegas, memiliki kemampuan
untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban PPN mereka. Ini
disebabkan oleh kemungkinan sanksi yang tersedia jika ketidakpatuhan ditemukan. Akibatnya, WP cenderung lebih
berhati-hati dalam melaporkan dan membayar PPN WP dapat dipaksa untuk segera memenuhi kewajiban pajaknya
melalui tindakan pengawasan seperti penerbitan surat teguran dan surat tagihan pajak, serta tindakan penagihan
lainnya.

Selain pemeriksaan, penagihan pajak juga berperan penting dalam meningkatkan penerimaan PPN. Penagihan
yang efektif membuat wajib pajak sadar dan terdorong untuk segera melunasi tunggakan pajak, sehingga mengurangi
potensi kerugian negara akibat tunggakan pajak. Secara bersamaan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan jumlah
Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, meskipun
pemeriksaan pajak kadang tidak menunjukkan pengaruh signifikan jika tindak lanjutnya rendah (Habibah, Syalitri,
and Meiriasari 2025).

Proses pengawasan seperti pemeriksaan pajak dapat menemukan pembayaran PPN yang tidak sesuai atau kurang,
yang dapat ditagih, meningkatkan kas negara. Penagihan pajak yang efektif terhadap tunggakan PPN juga
berkontribusi langsung pada peningkatan penerimaan. Pengawasan yang efektif juga sangat penting untuk menjaga
sistem penilaian pribadi yang efektif di Indonesia, yang memberikan WP kepercayaan untuk menghitung, membayar,
dan melaporkan pajaknya sendiri (Oktaviani and Safitry 2023).

2.3. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap PPN

Penghindaran pajak berdampak negatif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena mengurangi jumlah
yang diterima negara dari pajak yang seharusnya dibayar. Seperti yang direncanakan, kenaikan tarif PPN menjadi 12%
dapat menghasilkan peningkatan penghindaran pajak karena wajib pajak terdorong untuk menghindari kewajiban
pembayaran pajak yang lebih tinggi, terutama di wilayah dengan tingkat informalitas tinggi. Akibatnya, kepatuhan
pajak akan berkurang dan penerimaan PPN akan menurun. (CNN 2024)

Ada banyak cara untuk menghindari pajak ini, seperti mengubah faktur, mengalihkan transaksi ke daerah dengan
tarif pajak yang lebih rendah, atau menggunakan struktur pembiayaan yang mengurangi beban pajak, seperti dengan
menggunakan utang untuk mengurangi laba kena pajak. Praktik-praktik ini mengurangi kemungkinan negara akan
menerima PPN (Manurung 2020).

Lebih jauh, penghindaran pajak juga berkontribusi pada inflasi akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dipicu
oleh PPN yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengurangi daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini
mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, yang dapat berakibat pada
penurunan penjualan produk. Dengan demikian, peningkatan penghindaran pajak yang disebabkan oleh kenaikan tarif
PPN dapat memperburuk keadaan ekonomi secara keseluruhan. (Tempo 2024)
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Secara angka, penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mengakibatkan kerugian bagi negara hingga sekitar
Rp 68,7 triliun setiap tahun, jumlah ini setara dengan sebagian besar dana anggaran sektor kesehatan. Tindakan
penghindaran ini juga seringkali dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan cara memindahkan laba mereka ke
negara yang menerapkan tarif pajak rendah, sehingga secara signifikan mengurangi penerimaan PPN serta pajak
lainnya (Fatimah 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif pendekatan Systematic Literature Review (SLR).
Systematic Literature Review (SLR), metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan
menyintesis semua bukti penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu. Tujuan utama SLR untuk
memberikan gambaran yang komprehensif dan transparan mengenai penelitian yang telah dilakukan pada topik
tertentu, dengan mengikuti proses yang sistematis dan terstruktur (Admin 2024b).

Proses pengumpulan artikel dalam tinjauan literatur diperoleh dengan pencarian online di beberapa sumber
seperti Google Scholar, Google, Sinta, dan lain-lain dalam 7 tahun (2018-2025). Dalam menentukan kriteria terhadap
artikel yang akan digunakan agar sumber tersebut relevan dan dapat mendukung kelengkapan data serta proses
penelitian ini. Kriteria tersebut antara lain: 1) Artikel yang membahas penghindaran pajak, 2) Artikel yang mendukung
teori pembahasan dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan pencarian di laman pencarian online dengan kata kunci “Penghindaran Pajak”, “Pengawasan
Pajak”. Kemudian penulis me-review ulang artikel-artikel tersebut untuk mendapatkan artikel yang benar-benar sesuai
dan tepat untuk mendukung penelitian secara komprehensif.

4. PEMBAHASAN

Dalam zaman globalisasi dan cepatnya kemajuan teknologi, sistem perpajakan tidak hanya sekadar berfungsi
sebagai aspek administratif, tetapi juga menjadi elemen penting. yang mempengaruhi kestabilan ekonomi sebuah
negara. Penerimaan pajak tidak hanya adalah sumber utama bagi pendapatan negara, dan juga mencerminkan
keseimbangan anggaran publik. Dalam konteks pergerakan ekonomi dunia, Indonesia, sebagai negara yang sedang
berkembang, menghadapi berbagai tantangan yang bersifat khusus berhubungan dengan peningkatan penerimaan
pajak dan pengawasan penghindaran pajak (Fakhry 2024).

Ciri-ciri wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak dapat dibedakan berdasarkan kategori wajib pajak,
mulai dari wajib pajak besar hingga wajib pajak yang biasa. Wajib pajak besar biasanya memanfaatkan kekuatan
finansialnya yang signifikan untuk menyewa individu yang kompeten dan memahami celah dalam undang-undang
perpajakan, sementara wajib pajak biasa umumnya ragu untuk membeli, menggunakan, atau terlibat dalam sesuatu
untuk menghindari pajak.

Penyesuaian tarif PPN, seperti peningkatan dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai Januari 2025, juga bagian
dari rencana fiskal untuk meningkatkan pendapatan pajak secara berkelanjutan. Namun, pengawasan tetap dibutuhkan
supaya kenaikan tarif ini tidak disertai peningkatan penghindaran pajak, sehingga penerimaan negara dapat optimal
(Atrikarini 2024).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki peranan penting di dalam sistem penerapan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) di Indonesia. Dalam kerangka perpajakan yang menjunjung prinsip self-assessment, PKP berfungsi sebagai
pihak yang diharapkan untuk mengumpulkan PPN dari konsumen ketika ada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
atau Jasa Kena Pajak (JKP). Selain melakukan pengumpulan, PKP juga diwajibkan untuk menyetor dan melaporkan
PPN yang telah dikumpulkan tersebut kepada pemerintah melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN secara bulanan.

Ini disebabkan karena PKP / wajib pajak yang harus memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN untuk
transaksi barang dan jasa yang kena pajak. Seiring bertambahnya jumlah PKP, basis pemungutan PPN pun meluas,
sehingga potensi penerimaan pajak semakin besar. Pengawasan perlu disertai dengan penagihan yang efisien dan
peningkatan mutu basis PKP agar penerimaan PPN dapat maksimal (Beni Wahyu Ariyudi, Dwi Fionasari 2025).

Dengan kata lain, tidak semua PKP secara otomatis mematuhi kewajiban perpajakan, oleh karena itu,
pengawasan yang ketat dan penagihan pajak yang tegas sangat penting untuk memastikan PKP melaporkan dan
menyetor PPN dengan benar. Penagihan yang efektif berperan dalam mengurangi tunggakan pajak serta mendorong
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kepatuhan wajib pajak, sedangkan peningkatan basis PKP melalui identifikasi dan pengukuhan wajib pajak baru
memperluas cakupan pajak. Oleh karena itu, penggabungan antara peningkatan jumlah PKP, pengawasan yang ketat,
serta penagihan yang efisien menjadi strategi krusial untuk menurunkan penghindaran PPN dan meningkatkan
penerimaan pajak. (Riftiasari 2023)

Penggunaan teknologi dalam pengawasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga berperan penting untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan serta mengurangi penghindaran pajak. Contohnya pemanfaatan sistem e-Faktur
dan e-Bupot mempermudah proses pelaporan dan pengawasan transaksi PPN secara langsung, yang mempercepat
laporan, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan transparansi dalam transaksi. Teknologi ini juga meningkatkan
komunikasi antara pembayar pajak dan pihak pajak, membangun hubungan yang lebih efisien serta mempercepat
pelayanan perpajakan. Penggunaan e-Faktur (faktur pajak elektronik) dan e-Filing (pelaporan SPT elektronik) dalam
digitalisasi administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran PPN. Sistem
ini mengurangi kesalahan yang dilakukan secara manual, meningkatkan transparansi informasi, serta mempermudah
otoritas pajak dalam memeriksa dan memantau transaksi (Admin 2024c).

Konsep good governance dalam pengawasan pajak berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan
pemerintahan yang efektif di seluruh proses pajak, khususnya dalam pengawasan dan penegakan kewajiban pajak.
Tata kelola yang baik menekankan pentingnya keterbukaan, tanggung jawab, ikut sertanya masyarakat, efisiensi, dan
penegakan hukum yang adil dalam sistem perpajakan. Penerapan prinsip good governance dalam pengawasan pajak
sangat krusial untuk menghindari penghindaran pajak. Pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik dapat memperbaiki integritas petugas pajak dan keyakinan wajib pajak, sehingga
menghasilkan suasana perpajakan yang menguntungkan dan mengurangi penipuan (Alfaruqi, Sugiharti, and
Cahyadini 2019).

5. KESIMPULAN

Pengawasan pajak memiliki fungsi yang sangat krusial dalam mengurangi penghindaran Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Dengan pengawasan yang cermat dan terencana, pihak otoritas pajak mampu mengenali ketidakakuratan dalam
pelaporan, penipuan pada faktur pajak, hingga transaksi yang tidak nyata yang sering kali dipakai sebagai cara untuk
menghindari pajak PPN. Adanya pengawasan ini memberikan peringatan kepada wajib pajak bahwa setiap transaksi
dan laporan akan ditinjau, sehingga meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

6. SARAN

1. Diperlukan peningkatan pemanfaatan teknologi digital dan analisis data guna mengidentifikasi adanya transaksi
yang mencurigakan, seperti penggunaan faktur pajak fiktif atau transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik
usaha.

2. Penerapan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran perpajakan penting untuk memberikan efek jera
serta memperkuat budaya kepatuhan di kalangan wajib pajak.

3. Langkah pencegahan penghindaran PPN dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan pemahaman kepada
wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan
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